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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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= Program Studi - [lmu Hukum
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; Waktu £ 08.00 WIB
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Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqgasah
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BempalTgl. Lahir  : BATu AMPAR- 29-(2- (996
&kul@c&l’ascasar_iana - SYARTAH pAN Hukkum
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Brodi E SALMu HukuM
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&dul [@ppertasi/Thesis/Skripsi/Karya limiah lainnya*:

EATRAN TEATANG Lugun 6AN _Hukum ANTARA (NDUE PESctSmiiin’/

PERRSAHAAN DAN AnAK PERUCANAAN BERDASARFAR UNDAN & -

WOR 5 [VorMpR 40 Tt 2007 TENTANG Oerseloar TeRrEAAS
QO
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Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
I. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya llmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di

atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

!‘J

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya lImiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas
dari plagiat.
4. Apa bila  dikemudian  hari  terbukti = terdapat  plagiat  dalam  penulisan
Di§fhasi/Thesis/Skripsi/(Karya llmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima
sar%si sesua peraturan perundang-undangan.
@,

DeEikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari

pihak lﬁ';napun juga.

: TR L]

|  METERAI

€= TIMPEL .
(5AC18ASX971345456 /rét‘ SWANTD

NIM: (627105603

SEPULUH RIBU RUPIAH _
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= ABSTRAK
=
Asiswanto (2022): “Kajian Tentang Hubungan Hukum Antara Induk
- Perusahaan Dan Anak Perusahaan Berdasarkan
ar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
= Perseroan Terbatas”.
i Pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan perseroan di

anfaranya adalah pembentukan anak perusahaan. Tentunya pembentukan anak
perasahaan tersebut tidak terlepas dari kepemilikan saham antara induk
pe%sahaan dan anak perusahaan. Apakah saham antara induk dan anak
pegisahaan tersebut terpisah atau sahamnya merupakan gabungan, hal ini tentunya
beshubungan dengan tanggung jawab apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap
pegysahaan tersebut.

A Dari uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam

tu@an ini, adalah bagaimana hubungan kepemilikan saham antara induk
perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bagaimana kemitraan antara induk
perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana tanggung jawab hukum
induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan
hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta
literatur yang berisi konsep-konsep teoritas yang kemudian dihubungkan dengan
pegmasalahan yang akan dibahas. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian
litér"'_atur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan
ba&an—bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

9]
& Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara induk

peg.}suhaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
TdRun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah sebatas kepemilikan saham yang
digcgsukkan. Tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan
belasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
baflwa induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang
diﬁkukan oleh anak perusahaan, termasuk kerugian yang ditimbulkannya, induk
pefusahaan hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang dimasukkannya.
Déngan demikian dapat dikatakan, bahwa anak perusahaan bertanggungjawab
peﬁhh atas aktivitas bisnis yang dilakukannya, dan merupakan tindakan dalam
raﬁka melakukan bisnis dengan pihak lain.

Ag u

a Kunci : Hukum, Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007.

o
3o
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=) .
Assglamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang

NIN

Mgha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat
c

m&xyclesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis
Q

uc#@kan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Q

S Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi llmu Hukum,
Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah “KAJIAN TENTANG
HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40

wn
T&HUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

ISI @

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis

mehyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi

N 2fwe

pegelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis
<

miﬁki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama
e .

d:«iﬁ berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirmya
-

da'pcflat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh

Ag ue}

bepbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

nery wisey Jrme
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Ayahanda Mustandek dan Ibunda Nurisah yang mencurahkan kasih
sayang serta do’a dan semangat yang diberikan kepada penulis. Serta adik-
adik penulis yakni Martua Indrawan yang selalu menjadi sumber semangat
bagi penulis '

Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati,
M.Ag, Wakil Rektor Il Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor IIl Ed
Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang tclah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.
Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani,
M.Ag selaku Wakil Dekan IIT Fakultas Syari’ah dan Hukum dan scluruh
karyawan (segenap akademik) vang telah mengarahkan dan membimbing
penulis selama berkuliah.

Bapak Asril, S.HI., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan
sekaligus Panasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi,
mengarahkan das mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan
dengan baik dan rpenyelesaikun skripsi secepatnya. Bapak Dr. M. Alpi
Syahri, SH., M.H Selaku Sekretaris Program Studi I[Imu Hukum yang telah
memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.

Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah

meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, motivasi, serta masukan
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serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan
menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa
perkuliahan.

Kepala Perpustakaan Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau dan Kepala
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan
karyawati yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan
skripsi ini.

Teman-teman dan rekan-rekan Il'mu Hukum umumnya Angkatan 2015,
dan khusunya Kelas IH.F. Rizky Hidayat, S.H, Alfin R.Dauta, S.H, Boy
Tri Adrianto, S.H, Ramadhan Febrian, S.H, Putra Yoga, S.H, Jefri Saputra,
Tegar Siregar, S.H, Tiva Chairunisa, S.H, Tyo Prasetyo, 8.H, Ulfa Novita
Sari, S.H, Wira Wati, S.H, Yori Prastika Putri, S.H, Dendi Pratama
Yudha, S.H, Wawan Irwanto, S.H, dan Asiswanto, S.H. yang telah
memberikan do’a, semangat, dan dorongan kepada penulis selama
berkuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk pihak yamg tidak tersebutkan dan telah banyak membantu penulis
selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini

h ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari

enulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
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Pekanbaru,
Penulis,

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada

salamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

aca. aamiin.

© Hak m_ Uﬁu milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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..u. ..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

l... h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
=H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ey 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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= BAB I

=

o PENDAHULUAN
©

o
A3L atar Belakang Masalah

i Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang
=tlalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari
c%)suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan,
gberserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi,
Ekomisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri di samping
manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan

1
hukum”

badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang
diperlukan keberadaanya sehingga disebut legal entity.?

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1

ug;mgka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

ﬁberbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan

ST

shukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
~melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
=

Esaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

m

@peraturan pelaksanaannya.”
ot

=

<

2

¥ IRudhi Prastya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1956), h.28

) ?|. G. Rai Wijaya, Hukum Perusahaaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127

3} Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<

o3}

oo 1

Lo oY

A

=¥]

5

8
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Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan

1BH @

opengumpulan modal dalam bentuk pejualan saham, dan bertujuan untuk

d

Smemperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan

w

—@dalam anggaran dasar.

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dan didrikan berdasarkan

NIN

¢perjanjian. Dimaksudkan dengan persekutuan modal adalah persekutuan, yang
c
:;:mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual
?aham. Sebagai kebalikannya adalah persekutuan orang, yaitu persekutuan yang
Stidak mengutamakan terkumpulnya modal dengan menjual saham, tetapi lebih

mengutamakan pada kualitas sekutunya, dimana kerja sama di antara para
anggotanya sangat erat.*

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar

N

®  dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang
m

£, berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

fo¥]

= . : .

=(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat
=

2. (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan
<

(1]

» saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan
<

(=}

o

»

g

& *Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana
K@Porasi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.61

wrsey jued
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saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa, saham yang

1w eidio yeH @

sudah dikeluarkan menjadi hak bagi pemiliknya, dan pemilik saham tersebut

o

empunyai andil terhadap perseroan, dan mempunyai hak untuk mengikuti RUPS,
ntuk menentukan jalannya perusahaan dan juga dapat mengikuti rapat-rapat
alam mengambil kebijakan untuk kemajuan perusahaan/perseroan.

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, maka pengusaha sedapat mungkin

neiy eysng Ni

mengembangkan usahanya dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain. Di
samping itu sebuah perusahaan juga dapat membentuk perusahaan baru dalam
bentuk anak perusahaan, yang juga bergerak dalam bisnis yang bermacam-macam.

Anak perusahaan merupakan perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain,
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui satu atau lebih badan atau

perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, atau

N

- - -
®perseroan terbatas. Anak perusahaan merupakan hal yang umum dalam bisnis, dan
m

[—1

sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasi perusahaannya dengan
=¥}

5

=eara ini.

c - - -

= Anak perusahaan biasanya dibentuk oleh konglomerasi, suatu kesatuan
<

m

Episnis yang memiliki lini bisnis di berbagai bidang. Terdapat beberapa keunggulan

3

Sl
oyang dimiliki oleh keberadaan anak perusahaan, yaitu:

S

£1. Terbentuknya anak-anak perusahaan membuat operasi di salah satu lini bisnis

menjadi lebih terfokus ketimbang hanya terpisah sebagai divisi-divisi. Dengan

wiIsey JIIeAg uej]
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hal ini, maka aktivitas operasional yang dijalankan oleh masing-masing anak
perusahaan juga akan menjadi lebih efisien.

. Proses pengambilan keputusan dari masing-masing anak perusahaan akan
berlangsung dengan lebih tepat dan akurat.

. Keberadaan anak perusahaan memunculkan kemandirian risiko. Masing-masing
anak perusahaan akan terhindar dari risiko seperti tuntutan hukum yang
dihadapi oleh anak perusahaan lainnya.

. Dengan menjadi bagian dari induk perusahaan, maka anak perusahaan akan

nelry exsns Nigdlliw g1dio yeHq @

lebih mudah mendapatkan akses permodalan.®
Sebagai contoh adalah perusahaan PT. Telekomunikasi Seluler
(Telkomsel) dan PT. Multimedia Nusantara (Telkom Metra), keduanya merupakan
anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Tentunya antara induk dan anak

perusahaan ada hubungan kemitraan dalam hal saham, kerjasama dan

pertanggungjawaban.
N
.4 Perusahaan induk dan anak tidak harus beroperasi di lokasi yang sama atau
(g°]
Enengoperasikan bisnis yang sama, bahkan mereka mungkin menjadi saingan.
=¥}
ad : :
=Selain itu karena perusahaan induk dan anak merupakan organ yang terpisah,
=
2mungkin saja salah satu dari mereka terlibat dengan proses hukum, kebangkrutan
<
(1]
zdan sebagainya.
<
o Oleh karena itu, hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan
=
0
Sjuga perlu kajian, karena dalam menjalankan bisnis tersebut tidak selamanya dapat
S Sipid.
9}
=
o3}
"t
o
A
=¥]
2.
8
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©

m%erjalan dengan lancar, adakalanya terdapat permasalahan yang berhubungan
=
odengan kelancaran usaha tersebut.

Pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan perseroan di

antaranya adalah pembentukan anak perusahaan. Tentunya pembentukan anak

N1 jw eyd

Cperusahaan tersebut tidak terlepas dari kepemilikan saham antara induk

N

ugperusahaan dan anak perusahaan. Apakah saham antara induk dan anak
| o=
2perusahaan tersebut terpisah atau sahamnya merupakan gabungan, hal ini tentunya
2]
Aberhubungan dengan tanggung jawab apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap
c
perusahaan perseroan tersebut.
Demikian juga halnya dengan bentuk kemitraan yang dikembangkan oleh
induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak tertutup kemungkinan bisa saja
terjadi bisnis yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tentunya bagaimana kemitraan tersebut dijalankan, dan bagaimana pembagian

rugi dan laba antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dikembangkan

%

Stersebut.

m

= Di samping itu, juga mengenai tanggung jawab hukum masing-masing

Jiuie

antara induk perusahaan dan anak perusahaan, apabila terjadi pelanggaran hukum

ang menyebabkan munculnya tanggung jawab antara masing-masing, yakni

AN

Einduk perusahaan dan anak perusahaan, tentunya tanggung jawab hukum masing-

A3

omasing tidak akan sama, karena yang melakukan pelanggaran tersebut bisa induk
=4
7))
Sperusahaan tetapi bisa saja anak perusahaan, sehingga memunculkan tanggung
s

jawab yang bebannya tidak mungkin sama.

g ue

wrsey jued
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Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai hal ini, dalam penelitian

1BH @

oyang berbentuk skripsi dengan mengambil judul: “KAJIAN TENTANG
©

SHUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK

=]
—PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40

e

CTAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.

=z
B¢Batasan Masalah
| o=
=~ Agar penelitian dan pembahasan dalam tulisan ini tidak melebar dan tidak
2]

gnemberikan penafsiran yang menyimpang, maka penulis perlu membatasi

Cpembahasan dalam tulisan ini yakni yang berkenaan dengan hubungan antara
induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam hal kepemilikan saham,
kerjasama atau kemitraan, dan tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran
yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang
ikaji dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

. Bagaimana hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak
perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas?

. Bagaimana kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas?

wisey] jureAg uejng yo AjigraArun drwe|sy 31eis
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©
m%. Bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan
; berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
E Terbatas?
=)
D=Tujuan dan Manfaat Penelitian
g Tujuan dari penelitian ini adalah:
31. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan
c
:;;— dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
§ Tentang Perseroan Terbatas.
<. Untuk mengetahui kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak
perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

no

Untuk menambah wawasan penulis di bidang llmu Hukum Bisnis, terutama

menyangkut masalah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas (PT).

w

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai

permasahan yang sama pada masa yang akan datang.

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e}§
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Bwejdioyey o

BAB |1

KONSEP TEORITIS

engertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

NIN

ousaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta

sn

Sberkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan
gnemperoleh keuntungan atau laba.®

- Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan
memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik

%

¥Indonesia.’

(g°]

o Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam

Jruie

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak

n

Smemberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang

9A

@mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum

3

S
oPerdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata
=

Hng

8Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung:
Neansa Aulia, 2006), h.12
"Pasal 1butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

8

wIsey jredAg u
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©

ﬁnenyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau
=
olebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan

d

omaksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.®
Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis

dalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk

NIH A Tw

upemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha

sn

=lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila
2]

Melah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.’

Q

- Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.™

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk
perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal

erseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang

I 21218

“saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan
fo¥]

Eperbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung

8C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya

ng jo A3rsIaAruq)

Paramita, 2005), h.70
-

°Sentosa Sembiring, Op., Cit, h.13
Ylbid, h.13

wiIsey JrieAg ue
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10

ﬁawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab

=

oyang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).'

©

—

©
=]

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara

—Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan

3

Cuntuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Nely eXsns NI
=

no

e

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan
didirikan.

Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2
(dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan
sebagian sahamnya kepada orang lain.

Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang
saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas
permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat

membubarkan perseroan tersebut.

WIISeY JIIRAG UPI[NG JO AJISIATU() dDIWIR]S] 3}e)S

11€.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op., Cit, h.91
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©

§5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
=

©  tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara
©

©  (BUMN).

3

—6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan
=

C  oleh Menteri.

=z

7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain
| o=

>~  berdasarkan surat kuasa.’?

2]

X Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT
Q

c

adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan
atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang
mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap

mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero

N

® pengurus dianggap sebagai kehedak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan

m

& pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT

fo¥]

= .

=-dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan

=

2.yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

g 13

» (KUHD).

<

(=}

o

[09]

f—'_- '2Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung:
Neansa Aulia, 2006), h.103

3} 3C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op., Cit, h.92

=

jo¥]
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o
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Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus

didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian.

1d19 jeH ©

o Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan

w

—demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat
=

Cpembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini

=

eptidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan
| o=

~oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-
2]

Mpersetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang
c

memuat:

a. Nama PT.

b. Tempat kedudukan.

c. Maksud dan tujuan.

d. Lamanya akan bekerja.

e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
gf. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.*
:‘; Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-
E-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:

un

.a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus diselidiki
dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang

termuat dalam akta pendirian perseroan.

“Ibid, h.92

wiIsey JIieAg uping jo A3rsiaa
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©

gb. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-
; ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai
E dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal
i perseroan.

=

Cc. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah
i menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal
| o=

:;;— perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD).

?d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan
c

untuk menduga bahwa para pendiri tidak betindak sebagai kedok-kedok
belaka untuk orang-orang asing.
e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.”
Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman
berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat

dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat

%)
g,_dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak.
(g°]

B;.J?erseroan Terbatas (PT)
=¥}
E- Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan
=

Sperusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam
<

9

»sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu

A3

opula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian

erseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri

Y1bid, h.94

wisey JueAg uping j
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©
m:q-lukum dan HAM, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh

=
odan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah perseroan terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan

Lw eyd

erbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau

aham-saham. Adapun kata terbatas, merujuk pada tanggung jawab pemegang

NI

¢gsaham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

SN

SDasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham
g{japat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1.%°
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pereroan
Terbatas menyebutkan bahwa, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa perseroan terbatas

81 2381S

erkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut, yang terdiri

Jrure

dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas

n

Stanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada

9A

asjumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Perseroan terbatas
=

Sl
cadalah badan hukum, dengan demikian perseroan terbatas memiliki hak,

*Muhamad Sadi Is, Hukum Perusahaan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h.101

wIsey JueAg ugjng
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Tkewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak- kewajiban, dan

12 Je

S

wrsey] Jredg uelng yo AJ1s1aAru) dyuwe[sy ajeis

nely e)sng NiQ Yidw eyd

harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Pada dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-
urangnya sebagai berikut:
. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu
subjek hukum, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan
perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan
pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk
perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu
atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum
mandiri yang memiliki kepasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan
digugat di hadapan pengadilan.

Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang

sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk

kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.

. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang
merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan
dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.

. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan

dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan
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H ©

Pertanggungjawaban  yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para

pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.’
Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama dalam bentuk penjualan

aham-saham, serta dengan pengurus yang menjalankan perseroan tersebut dengan

NIQ AMljtw eydio ye

oukeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, sebuah

sn

Sperseroan dapat berjalan karena adanya kerja sama yang solid dan kuat, serta
Eu?jengan manajemen Yyang profesional yang menjalankan roda perseroan
“perdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain Perseroan Terbatas (PT)
dijalankan dengan tanggung jawab bersama, yakni pengurus, direksi dan dewan

komisaris.
Untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, maka

menurut doktrin ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.

N

2. Mempunyai tujuan tertentu.

(g°]

E?;. Mempunyai kepentingan sendiri, dan

=¥}

= .

=4. Adanya organisasi yang teratur.

=

=) Kriteria badan hukum itu dapat dipihat dari beberapa hal yaitu bahwa
<

(1]

wsesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum, apabila:
<

ol. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang
oy

»

S mengaturnya.

S Ybid, h.102

9}

=
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Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya.

Di dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti
adanya pengesahan.

Di dalam praktik kebiasaan diakui sebagai badan hukum.

Ditegaskan dalam yurisprudensi, dan

Adanya pemisahan harta kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari

perseorangan.’®

¥ exsng NIQ dIlw eldig yey @

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa sebuah badan

nel

hukum harus jelas dinyatakan dalam akta pendirian, yakni harta kekayaan yang
terpisah, organ atau pengurus yang jelas, pemegang saham, identitas perusahaan
yang bersangkutan, dan pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum, yaitu
sebagai berikut:
1. Badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan
hukum ini didasarkan pada hukum positif, sehingga negara mengakui dan

menjamin personalitas hukum badan tersebut.

no

Personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak
diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

|pid, h.109

WIISe)] JIIRAG Uv}ng Jo AJISIdAIU) dTWER[S] 3}e}S
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©

g& Suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk
; tujuan tertentu.

=

o 4. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum adalah semata-mata
i suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi. Perseroan
g terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas
i sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau
| o=

:;;— mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti
§ manusia. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat
c

memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan
seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di
depan pengadilan.*®
Dari konsep mengenai personalitas badan hukum tersebut dapat diketahui,
bahwa suatu badan dalam menjalankan kegiatannya sama dengan manusia,

memiliki harta kekayaan sendiri, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban,

Eﬁerta dapat digugat dan menggugat di pengadilan, sebagai subjek hukum yang
:‘Tmarus bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

CEStruktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT)

g Perseroan Terbatas (PT) memiliki organisasi minimal sebagai berikut:

.%.1' Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

YIpid, h.111

wrsey jueAg uging jo A3
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Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-
masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak
rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Para anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut
oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada komisaris.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kelowongan tersebut harus
diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi

baru dan untuk sementara perseroan diurus oleh komisaris.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai

wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya

perusahaan. Adapuntugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S

a.

Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan
perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.

Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti
lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah

dijalankan oleh direksi.
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©
g d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota
=
o direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau
©
o peraturan perundang-undangan yang berlaku.
=
—3. Direktur
=
c Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan
=z
uperusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.
| o=
gTugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:
2]
A a. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan i’tikad
Q
- baikuntuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.
b. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan
segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain.
c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian yang
ada.
%
® d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk
(g°]
E mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang
=¥}
=
G saham.
c - - -
2. e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta
<
(1]
@ mengendalikan  jalannya perusahaan agartetap sesuai  dengan
<
o kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.
=
»
g f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan kualitas
&
3} sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.
<
o3}
"t
o
A
=¥]
2.
8
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Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya
dan menilai prestasi dan potensi karyawannya.

Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan
hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya.

Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan
pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan.

Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran penerimaan
uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham.
Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dalam

rapat umum pemegang saham.

4. General Manager

Bertugas membantu tugas-tugas direktur utama dan merupakan orang yang

paling bertanggung jawab penuh dalam kegiatan operasi perusahaan kepada

direktur. Adapun tugas dari general manager adalah:

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S

5.

a. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah digariskan oleh direktur.
Mengawasi jalannya operasi perusahaan, keuangan, dana pembukuan,
kelancaran tugas masing-masing bagian, serta mengikuti perkembangan
dan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Memberikan laporan pertanggung jawaban atas hasil usaha dan kegiatan

perusahaan setiap bulan kepada direktur utama.

Divisi Account/keuangan
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©
g Divisi keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan
;masalah pembukuan ataupun pencatatan transaksi yang bersifat keungan bagi
Eperusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
i a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencatatan semua data
g keuangan yang terdapat dalam perusahaan.
i b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan biaya-biaya proyek dengan
c
:;;— menyusun suatu anggaran.
§ c. Bertanggung jawab terhadap bukti-bukti dan faktur penyusunan laporan
- keuangan.

d. Menangani semua urusan yang berhubungan dengan pajak, seperti

pengisian SPT, PPH pembayaran pajak dan lain-lain.
6. Logistik

Bagian ini meliputi pengadaan, pergudangan dan peralatan. Dalam
memenuhi kebutuhan proyek yang akan dikerjakan baik material langsung ataupun
7
ﬁidak langsung maka bagian inilah yang akan memenuhinya.
(g°]

E?. Security Proyek

Tugas dari security proyek ini adalah memberikan pengamanan pengadaan,

Tun drwe

.pergudangan dan peralatan proyek dibagian logistik.
8. Divisi Umum dan Administrasi
Bagian umum dan administrasi mengatur segala kegiatan administrasi yang

ada didalam perusahaan. Kegiatannya adalah:

wIsey jJraeAg uejng yo A31s1aa
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a. Membuat laporan administrasi baik kualitas maupun kuantitas usaha yang
telah dijalankan.

b. Menyiapkan bukti-bukti kegiatan perusahaan seperti surat pengantar,
faktur dan lainnya.

c. Menyiapkan dokumen pengiriman barang baik perusahaan maupun
dokumen dinas atau instansi yang berwenang.

Gambaran susunan organisasi perseroan terbatas tersebut merupakan

I eYSNS NN Y!lw e1dido yeH @

agian-bagian yang dibentuk berdasarkan kepentingan dan usaha yang dijalankan

ne

oleh perseroan tersebut. Struktur organisasi dari perseroan terbatas tidak harus
sama untuk semua perseroan terbatas, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang
diperlukan oleh perseroan tersebut.
D. Perjanjian Kemitraan
Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata,
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
;;nengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan dalam arti
:’:sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling
Emengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang

=

Sharta kekayaan.?

Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan

>0

ukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak

2

*°Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
), h.289

(wirse)] jrreAgRre3ng yo A3jrsiaa
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©

m:'bada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang

=
oyang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. 2

©

o Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai Syarat sahnya perjanjian.
3

—Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian,
=

Gdiperlukan empat syarat:

N

vl. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Suatu hal tertentu;

Bpgj B&Sﬂ

n

4. Suatu sebab yang halal.?*

Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang
menurut undang-undang dapat berupa:
1. Menyerahkan sesuatu.
2. Melakukan suatu perbuatan.

3. Tidak melakukan suatu perbuatan.?®

N

= Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

(g°]

“tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak

=¥}

=edlalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat

=

2oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

<

(1]

@ Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

<

(=}

C:ﬂ *'Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), h.122

—  “Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan,
(J&arta: Kencana, 2008),h.19

2|bid, h.123

wrsey juedg u
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. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian,
tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika
perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu
pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang
diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak

berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut
tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang
menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.
Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang
berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT
dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para
pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.**

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa

perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang

Hns yo &3

JIe

Grafi

wisey] jriedg

# salim H.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar

ka,2010),h.43
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©

ﬁnempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
=
catau yuridis.

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah

w exd

—atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha

3

Cimenengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat

N

uslan saling menguntungkan. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai

Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu
strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan secara moril
kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak
pengusaha besar melalui paket pembinaan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak
atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun
Efkeuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling
:‘:mengisi sesuai kesepakatan bersama. Keinginan dua pihak untuk menjalin suatu
Ekerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar

=
Sdapat memenuhi kebutuhan usaha satu dengan yang lainnya.

9A

E@Pendirian Perseroan
—t

A3

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

ng jo

Terbatas menyebutkan bahwa:

wiIsey JIIeAg uej]
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Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan
didirikan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka
peleburan.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya
keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang sahan yang bersangkutan
wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan
mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui,
pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang Saham
bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian
perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan
negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat
(6) tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
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b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana
diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, pendirian Perseroan Terbatas

QUATI ejdio yeH @

inimal didirikan oleh 2 (dua) orang, yang memegang saham perusahaan, dan
ertanggungjawab secara bersama-sama atas perjanjian atau perikatan yang
ilakukan atas nama perusahaan dan juga atas kerugian yang dialami oleh

erusahaan atau perseroan.

nely eysng N

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas juga menjelaskan bahwa:

(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan
pendirian perseroan.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-

kurangnya:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan
kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan
alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai
pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.

b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama

kali diangkat.

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S
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©

g c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian
=

o jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan
©

o disetor.

=

—(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain
=

C  berdasarkan surat kuasa.

=z

o Ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa, akta pendirian memuat
| o=

%nggaran dasar serta identitas pendiri yang harus tercantum dalam akta pendirian

I e

“Hersebut. Identitas pendiri perseroan yang tercantum dalam akta pendirian tersebut

ne

sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selanjutnya untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan
badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri
bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem
administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi

format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

Efa. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.

:‘T.J). Jangka waktu berdirinya perseroan.

Ec. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

gd. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
o

»e. Alamat lengkap perseroan.
Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, untuk mendapatkan

ersetujuan menteri terhadap pendirian persroan tersebut, maka dengan

uelns yo A3

menggunakan jasa elektronik pendiri dapat mengajukannya dengan melengkapi

wisey] jriedg
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©

ﬁdentitas perusahaan dan identitas pendiri sebagaimana yang tertuang dalam akta
gpendirian.

-

FaAnggaran Dasar

i Pendirian perseroan harus menggunakan anggaran dasar sebagaimana
gijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
fPerseroan Terbatas, yakni:

c

:;;—(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat
§ sekurang-kurangnya:

S a Namadan tempat kedudukan Perseroan.

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

c. Jangka waktu berdirinya perseroan.

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk
tiap Klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal sertiap saham.

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S

Dewan Komisaris.

Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
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©

m:'?Z) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat
=

©  juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang
©

S ini.

=

—(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:

=

C a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan

=z

¢ b, Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak
@ .

o~ lain.

2]

X Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa, pendirian perseroan
Q

c

harus menggunakan anggaran dasar, dan dalam anggaran dasar tersebut harus

memuat identitas perseroan, dan modal dasar atau modal awal perusahaan.

G. Modal dan Saham

Pasal 31 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas menjelaskan bahwa:

(1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

N

QZ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan
m

E peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal
=¥}

E- perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

=

=) Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan
5

Epahwa:

<

o(1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

| wIsey] JrieAg uejng j
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32

X(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan

lw ejdio ye

BASNS NIN X

jumlah minimal modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

—(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari kedua pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, modal perseroan

erdiri dari saham-saham yang dinilai berdasarkan jumlah nominal saham. Modal

“tlasar perseroan tersebut paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

ne

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan

bahwa:

(

(

wIsey jJiieAg uejng jo AJISISAIU() dTWER[S] 3}B31S

1)

2)

wW
=

[EN
~

N
~

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah
modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:
Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau
dalam bentuk lainnya.

Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan
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©

g berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh
; ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

?:(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan
i dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas)
g hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan
i penyetoran saham tersebut.

c

:;;— Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, modal perseroan
gharus disetor penuh, minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Di

Cs.amping itu modal perseroan tersebut juga bisa dalam bentuk lain atau dalam
bentuk benda tidak bergerak, dan harus diumumkan dalam surat kabar jalan jangka
waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

(1) Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna
menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu

dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

JISISATU() JIWE[S] 3}e3S

0A

(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara

| wIsey] JrieAg uejng j
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34

setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam
anggaran dasar.

Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Ketentuan dalam pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, penambahan

modal perseroan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Persetujuan penambahan modal perseroan tersebut harus disetujuan lebih dari

setengah dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

wIsey jJiieAg uejng jo AJISIaATU() dTWR]IS] 3}€3S
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Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:
Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila
dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah
suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-
undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada semua kreditur dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih
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surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

[EN
~

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditur dapat
mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas

keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.

N
~

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan

nely eysnsg NiN Yidw ejdio yeHq @

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan
jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.

(3) Dalam hal Perseroan:

a. Menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati
kreditur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
jawaban Perseroan diterima, atau

b. Tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditur
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

JISIDATU[) DTWE]S] d1e}S

0A

(1) Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang
harus mendapat persetujuan Menteri.

2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:

| wiIsey jriedg ueing j
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a. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

b. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur; atau

c. Gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, pengurangan modal

eXSnNS NN Y!lw e}dio yeH @

erseroan tentunya merubah anggaran dasar perseroan, harus disetujui dalam rapat

UPS dan diajukan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.

I’IB!;SJ

Pasal 48 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:
(1) Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar
dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

—~
w
-

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan
saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan
saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang
saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat pemegang saham.

wIsey jJiieAg uejng jo AJISISATU() dTWR[S] 3}€3S
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b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham,
dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan
fidusia tersebut.

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2).

Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat

keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta

keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal
saham itu diperoleh.

Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat

oleh para pemegang saham.

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak

mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan

ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.
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Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

[N
~

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

N
~

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat

dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

w
=

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak

neiy ejysng NIN Y!lw ejdig yeH @
(o]

berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
undang-undang ini.

(4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang
timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang
sebagai wakil bersama.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemegang saham

I$1 23831S

arus dibuat daftarnya oleh direksi, dan pemegang saham mempunyai hak suara

Jrure

dalam RUPS. Di samping itu pemegang saham mempunyai hak untuk menerima

n

Sdeviden dan kepada pemegang saham memiliki hak yang tidak dapat dibagi.

9A

HJEPeneIitian Terdahulu

I

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Dinata dan kawan-kawan yang

ns yo 43

erjudul “Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Grup”.

ue}|

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah perusahaan yang

wisey] jriedg
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©

ﬁnerupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit, dan apakah akibat
=
ohukum dari perusahaan induk yang dinyatakan pailit terhadap perusahaan anak
©

adalam perusahaan grup. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana hubungan

3
—kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan
=

CUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bagaimana

=z
ukemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-

c
%Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana
?anggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan
CUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari
gambaran ini jelas bahwa yang diteliti oleh Anton Dinata dan kawan-kawan
berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramdani dengan judul
“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan yang
Dinyatakan Pailit”. Penelitian ini membahas permasalahan tentang tanggung

awab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit.

I 93E1S

“Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian

ue

=yang penulis lakukan, yakni mengenai kajian tentang hubungan hukum antara

n

2induk perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
<

(1]
@ Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

wIsey jraeAg uejng yo A3r
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

enis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan
hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta
literatur yang berisi konsep-konsep teoritas yang kemudian dihubungkan
dengan permasalahan yang akan dibahas.® Sedangkan sifat penelitian ini
adalah penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang
menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dari perusahaan induk dan

N

;',_,pengurus dari anak perusahaan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah
m

%ubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan
=¥}

EUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

=

C2Sumber Data
<

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan

data sekunder yang meliputi :

2

| wirse)] jrreAgare3ng o A3rsia

? peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

), hal. 27

40
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a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari undang-undang yang
berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT), dan data yang dikumpulkan
melalui berita di internet, yang berhubungan dengan induk dan anak
perusahaan.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan/literature dalam
hal ini adalah peraturan undang-undang, buku dan pendapat para ahli yang
berkaitan dengan penelitian.

c) Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum Bahasa

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

Indonesia, kamus istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan
Internet.”®
D. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap
permasalahan yang diteliti adalah hubungan antara induk perusahaan dan anak
%Derusahaan, dalam hal kepemilikan saham, kerjasama atau kemitraan dan
:janggung jawab hukum apabila salah satu dari perusahaan tersebut melakukan
ngi)elanggaran hukum, dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
;é:rentang Perseroan Terbatas (PT).
EgAnalisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis,

jo Aj1s

gyaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai hubungan antara
o

e}

?®Sperjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo
Pezs)ada, 2009), h. 13

wrsey jued
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©

ﬁnduk perusahaan dan anak perusahaan, dalam hal kepemilikan saham, kerjasama
gatau kemitraan, dan tanggung jawab hukum apabila salah satu dari perusahaan
?:tersebut melakukan pelanggaran hukum, dilihat dari Undang-Undang Nomor 40
g'_l'ahun 2007. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan
gnelakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis,
zZ

¢sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu
| o=

%nengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat
2]

“khusus.
QO

c

wIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dTWR]S] 3}e)S
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©

L

S BAB V

=

o KESIMPULAN DAN SARAN

©

QO

=

A=Kesimpulan

=

c Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan
=z

usebagai berikut:

| o=

. Hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak
2]

A perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Q

c

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S

no

Perseroan Terbatas, adalah induk perusahaan menanamkan saham pada anak
perusahaan, dan tanggung jawab induk perusahaan sebatas pada saham yang
dimilikinya. Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh anak perusahaan
tersebut, maka tanggung jawabnya sebatas saham yang dimiliki, dan induk
perusahaan juga tidak bertanggungjawab atas perikatan atau perjanjian yang
dibuat atas nama perusahaan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian
yang dialami oleh anak perusahaan tersebut.

Kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah
sebatas kepemilikan saham yang dimasukkan. Di samping itu tentunya saling
memberi dan menerima pengalaman, dukungan dan motivasi yang diberikan
oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. bentuk kerjasama tersebut

adalah bermacam-macam sesuai dengan usaha atau bisnis yang dilakukan.

52
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©

g& Tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan
; berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
E Terbatas, bahwa induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan
i hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan, termasuk kerugian yang
g ditimbulkannya, induk perusahaan hanya bertanggungjawab sebatas nilai
i saham yang dimasukkannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anak
c

:;;— perusahaan bertanggungjawab penuh atas aktivitas bisnis yang dilakukannya,
§ dan merupakan tindakan dalam rangka melakukan bisnis dengan pihak lain.
~Saran

Berkenaan dengan wuraian dan kesimpulan di atas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1.

WIISeY JIIRAG uej[ng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)§

N

Sebagai induk perusahaan, tentunya harus memperhatikan anak perusahaan
sebagai pengembangan wusaha yang dilakukan, dan senantiasa harus
memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan terhadap anak perusahaan,
walaupun dalam menjalankan usaha atau bisnisnya anak perusahaan
menjalankannya secara mandiri tanpa campur tangan induk perusahaan,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai anak perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya jangan
sampai merugikan perusahaan dan menjalankan usaha tersebut harus sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas, dan dalam menjalankan usaha tersebut anak perusahaan harus
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UIN SUSKA RIAU

bertanggungjawab penuh terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh

anak perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalz
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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